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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di kawasan Pasar Raya Padang tentang pengelolaan dan retribusi pasar, dapat penulis simpulkan : 

1. Pengelolaan pasar di Pasar Raya Padang mencakup tentang pemakaian tempat. Dimana setiap pedagang yang ingin mendapatkan hak pakai atas fasilitas pasar harus mengajukan permohonan tertulis dengan Kepala Daerah. Sebagai pemegang hak pakai akan diberikan kartu kuning. Pengelolaan pasar juga  meliputi K3 yaitu pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban.

2. Besar retribusi  pada tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas fasilitas pasar yang dimanfaatkan oleh seorang pedagang. Semakin besar penggunaan jasa, maka semakin besar pula retribusi yang dipungut. Berdasarkan nilai asset yang dimiliki oleh pedagang di Pasar Raya Padang, besar pungutan retribusi disesuaikan dengan nilai asset jual/kontrak/kredit. Semakin besar nilai asset jual/kontrak/kredit maka semakin besar pula besarnya retribusi yang akan dipungut. Lama retribusi disesuaikan dengan lamanya jangka waktu pemungutan yang meliputi retribusi bulanan terhadap pedagang toko dan kios, retribusi harian terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), serta retribusi izin sesuai dengan angka yang ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun sekali.

3. Pelaksanaan pengelolaan pasar menurut ekonomi Islam  menunjukkan bahwa pentingnya memelihara pemakaian tempat atau fasilitas pasar yang meliputi K3 yaitu pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban. Meskipun pengelolaan pasar belum terkelola secara terpadu. Hal ini merupakan anjuran Islam  dan mewujudkan kehidupan dan suasana pasar yang teratur dan tertata dengan baik. Sedangkan Pelaksanaan dalam pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di kawasan Pasar Raya Padang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002, dengan adanya pemungutan yang libih besar dari pungutan yang seharusnya. Hal ini dapat menzalimi pedagang serta mengindikasikan bahwa petugas Dinas Pasar tidak menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan jujur dalam ekonomi Islam.
B. Implikasi Penelitian

Pengelolaan dan retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 ditinjau dari ekonomi Islam, agar berjalan efektif maka diperlukan beberapa upaya di antaranya : 

· Untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 tahun 2002 melalui pengelolaan pasar dan retribusi ditinjau dari ekonomi Islam perlu dilakukan kebijakan yang mengarah kepada pengelolaan dan retribusi ditinjau dari ekonomi Islam. Hal ini dapat di mulai dari penanaman kesadaran Dinas Pasar untuk mau mengembangkan atau mensosialisasikan pengelolaan pasar dan retribusi ke arah yang lebih baik terutama kepada pedagang 

· Kegiatan pengelolaan pasar dan retribusi merupakan hal yang perlu menjadi acuan di Dinas Pasar khususnya Dinas Pasar Kota Padang. Dinas Pasar kota Padang menunjuk petugas yang diberi kepercayaan penuh untuk menangani masalah pengelolaan pasar dan retribusi. Khususnya pengelolaan terhadap Pasar Raya kota Padang serta pemungutan retribusi pasar. Petugas Dinas Pasar yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan pasar dan retribusi tersebut secara tetap, jelas dan bertanggungjawab. Dalam menjalankan tugas ini Dinas Pasar harus memperhatikan loyalitas seorang petugas agar petugas tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Untuk menunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar dan retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 ditinjau dari ekonomi Islam perlu dilakukan beberapa hal yaitu :

· Memberikan pelatihan, pengarahan dan pemantauan yang serius dari kinerja petugas di lingkungan Dinas Pasar kota Padang.

· Dilakukan sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang pengelolaan dan dan retribusi pasar.

· Peraturan Daerah (Perda) yang ada diupayakan pelaksanaannya dan bagi pihak yang tidak mengindahkan perlu diadakan tindakan hukum sebagai penguat pelaksanaan demi terciptanya peningkatan kualitas dan kesejahteraan.  

· Petugas Dinas Pasar harus terjun langsung ke lapangan untuk meninjau, melihat, meneliti persoalan-persoalan yang ada. Mengawasi pasar dari sikap ketidakadilan.  

Agar manfaat pengelolaan pasar dan retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 ditinjau dari ekonomi Islam dapat meningkatkan perekonomian di kawasan pasar  maka perlu dilakukan :

· Pemerataan pengelolaan pasar dan retribusi yang dilakukan oleh petugas Dinas Pasar kepada pedagang di Pasar Raya yang ada, sehingga masing-masing pedagang merasakan manfaat pengelolaan pasar dan retribusi pasar serta ekonomi pedagang dapat meningkat.

· Di harapkan kepada pedagang dan petugas Dinas Pasar agar mau bekerjasama dalam menjalankan aturan Pemerintah Daerah membangun perekonomian kota Padang.

· Kepada petugas Dinas Pasar kota Padang harus mengutamakan kinerja serta citranya sebagai pengayom pedagang yang berada dikawasan Pasar Raya  sehingga kinerja tersebut mendapatkan hasil yang memuaskan.  

· Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pasar terhadap pedagang bertujuan untuk meningkatkan atau mensejahterakan pembangunan Otonomi Daerah kota padang. Dan merupakan salah satu aseet dan sumber pendapatan Asli Daerah. 
C. Saran

Diharapkan kepada semua kalangan baik pemerintah, Dinas Pasar, pedagang dan instansi lain untuk memahami arti penting dalam pengelolaan pasar dan retribusi menurut Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002. Maka saran ini ditujukan kepada :

1. Petugas penetapan dalam menjalankan pengelolaan pasar harus lebih aktif dan penuh keseriusan, sehingga mampu melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap pengelolaan pasar ke arah yang lebih baik.

2. Petugas penagihan dalam menjalankan retribusi, baik retribusi harian dan retribusi bulanan harus jujur dalam menetapkan struktur besarnya tarif retribusi berdasarkan pengukuran yang jelas dan transparansi.

3. Pihak Dinas Pasar harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (petugas Dinas Pasar) dan profesional dalam mengelola pasar dan mengelola retribusi.

4. Pihak Dinas Pasar harus melakukan penyuluhan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar dan retribusi sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Kepada kasi-kasi yang ditugaskan ke lapangan yang diberi wewenang untuk mengelola pasar dan mengelola retribusi  Pasar Raya Padang untuk menjalankan tugasnya secara adil, serta meminta kepada kabid-kabid Dinas Pasar yang diberi wewenang untuk membuat laporan tentang tugas yang telah mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai kabid Dinas Pasar. 

5. Kepada pedagang diharapkan mau bekerjasama dengan Dinas Pasar dalam menjalankan aturan Pemerintah Daerah sehingga pengelolaan dan retribusi pasar benar-benar terlaksana secara baik dan sesuai dengan yang diinginkan. 
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